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ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYELUNDUPAN DAGING
SAPI ILEGAL
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utar a)

Saidah Padang

Penyelundupan yang terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan daging
illegal tanpa dokumen terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat
dapat dibaca dan didengar dari media masa yaitu tentang penyelundupan daging.
Maraknya penyelundupan daging di Indonesia karena terpuruknya perekonomian
Indonesia. Kasus penyelundupan daging sapi ilegal yang sudah ditangani oleh
Kepolisian Daerah (Polda) Sumut selama kurun waktu 3 tahun terakhir berjumlah
4 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab
penyelundupan daging sapi ilegal, untuk mengetahui akibat hukum melakukan
penyelundupan daging sapi ilegal, dan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam
mencegah penyel undupan daging sapi ilegal.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif
analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan
atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data
primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan
juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor-Faktor Penyebab
Penyelundupan Daging Sapi llegal antara lain: Faktor Ekonomi, salah satu faktor
yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak
kegjahatan untuk melakukan suatu tindak keahatan adalah faktor ekonomi.
Kemudian faktor Pendidikan, Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi
tindakan seseorang. Serta Faktor Penegak Hukum, Terjadinya keahatan
perampokan di dalam angkutan umum mempuyai beberapa faktor yang
melatarbelakanginya. 2) Akibat Hukum Melakukan Penyelundupan Daging Sapi
llegal antara lain: Mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan tersebut,
Pelaku tersebut akan mendapatkan sanks sosial dari lingkungannya, seperti
dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan, dapat
menghancurkan masa depan pelaku, dan untuk keluarga pelaku, dapat
menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan
karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagal penjahat atau mantan
penjahat, 3) Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyelundupan Daging Sapi
Ilegal antaralain: Upaya Prefentif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada
masyarakat. Dan Upaya Represif yaitu upaya penindakan langsung berupa
pemeriksaan polisi terhadap laporan kejahatan penyel undupan.

Kata kunci: Kriminologi, Penyelundupan, Daging Sapi |legal.
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum
nasional baik dibidang kepidanaan maupun di bidang keperdataan yang
mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara
Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan
dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka
menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesua dengan tata hukum
nasional.*

Daging sapi merupakan komoditi pangan utama di dunia. Daging sapi
merupakan produk peternakan yang mudah ditemui di pasaran namun harganya
cukup fluktuatif dan dikonsumsi di seluruh dunia. Tingginya kebutuhan dan
permintaan daging sapi di masyarakat dan untuk mencari keuntungan yang
sebesar-besarnya dengan menghindari bea atau pgjak, adanya pembebanan pajak
yang sangat memberatkan bagi pengusaha serta lemahnya peraturan Pemerintah
yang mengatur tentang tata laksana ekspor impor menyebabkan terjadinya
penyelundupan.

Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan
dengan kegiatan ekspor impor, dimana pelaku melakukan atau mencoba

melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah

! |shag. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.



kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
K epabeanan.

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh
aspek motivas pelaku, aspek kebijakan dan aspek penegakan hukum, telah
mempengaruhi  peningkatan penyelundupan yang terjadi, baik penyelundupan
impor maupun penyel undupan ekspor.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-lsra: 36:

¥ silea &l 518 38 3150 iy ) )7 dle 4 &l 0 L il Y

Artinya

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

Meningkatkan kasus penyelundupan khususnya penyelundupan impor
telah menimbulkan berbagai dampak, terutama menurunnya kemampuan daya
saing produks dalam negeri di pasaran yang akhirnya akan berpengaruh pula
terhadap perbaikan perekonomian nasional. Memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi  tersebut, maka perlu dilakukan penanganan masalah
penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan penegakan hukum dalam
peningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

Pemberantasan penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan
yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi

salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan



beberapa instans terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas
pelaksanaan impor dan ekspor barang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat
Jenderal Bea dan Cukal melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang
masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia
sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara
tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang
tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis
sebagal barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. Menurut
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud
dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan
atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean serta pemungutan
bea masuk dan bea keluar. Pasal 3 menyebutkan barang yang di impor harus
dalam keadaan baru. Akan tetapi meskipun adanya peraturan-peraturan tersebut
masih dapat masuknya daging tesebut ke Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu
kessimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat

penyelundupan mencapal triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya



dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang
diberikan Bea dan Cukai 2

Penyel undupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang
ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor
impor yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika
dibiarkan begitu sgja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea tersebut kelak akan
dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa, yang salah satunya bersumber
dari pajak.

Penyelundupan yang terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan daging
illegal tanpa dokumen terjadi dalam frekuens tinggi sehingga hampir setiap saat
dapat dibaca dan didengar dari media masa yaitu tentang penyelundupan daging.
Maraknya penyelundupan daging di Indonesia karena terpuruknya perekonomian
Indonesia.

Kasus penyelundupan daging sapi ilegal yang sudah ditangani oleh
Kepolisian Daerah (Polda) Sumut selama kurun waktu 3 tahun terakhir berjumlah
4 kasus. Salah satu kasus penyelundupan daging yang berhasil ditangkap terjadi di
wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumut adalah penyelundupan 16 ton
daging sapi ilegal asal India. Daging itu datang dari Malaysia dan masuk melalui
pelabuhan tradisional di Tanjungbalai. Penangkapan ini bermula dari pengawasan
terhadap truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Pare-Pare,
Indrapura, Batubara. Tiga unit truk yang dihentikan mengundang kecurigaan

petugas. Saat diperiksa, didapati sgjumlah daging beku dalam kemasan goni dan

2 Warta Informasi, “Kepabean”, melalui http.wwwi/alt.com, diakses 26 Juni 2019 Pukul
09.30 wib.



saat ditanyal sopir tidak mampu menunjukkan dokumen daging yang diketahui
berasal dari India®

Penggagalan pengiriman daging ilegal ini merupakan yang kedua yang
sebelumnya Kepolisian Daerah (Polda) Sumut menggagalkan pengiriman 40 ton
daging beku ilegal dari Medan ke Jakarta. Daging yang diduga berasal dari luar
negeri itu juga tidak dilengkapi dokumen. Pihak kepolisian menyatakan distribusi
daging ilega ini telah melanggar Pasal 31 jo Pasal 5, 6, 7, 9, 21, dan 25 UU No 16
Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Pelaku dinilai telah
membawa dan mengangkut barang berupa daging asal luar negeri (impor) tanpa
dokumen karantina* Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan
judul: “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyelundupan Daging Sapi |legal
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”

1. Rumusan Masalah
Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik

permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari pendlitian,

adapun rumusan masalah yang digjukan dalam penelitian ini antaralain:

a. Apakah faktor-faktor penyebab penyelundupan daging sapi ilegal?

b. Bagaimana akibat hukum melakukan penyelundupan daging sapi

ilegal?
c. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah penyelundupan daging
sapi ilegal?
2. Faedah Pendlitian

®  “penyelundupan Daging llega  Asdl India Digagdkan’, mealui

http://www.medanbisnisdaily.com, diakses 27 Juni 2019 Pukul 20.00 wib.
4 .
Ibid.



http://www.medanbisnisdaily.com

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian
adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah
penyelundupan daging sapi ilegal.

b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi
pemerintah untuk dapat mengatas masalah penyelundupan daging sapi
ilegal.

B. Tujuan Pendlitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagal berikut:
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyelundupan daging sapi
ilegal.
2. Untuk mengetahui akibat hukum melakukan penyelundupan daging sapi
ilegal.

3. Untuk mengetahui upaya kepolisan dalam mencegah penyelundupan

daging sapi ilegal.

C. Definisi operasional
Definis operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.’> Sesuai dengan judul penelitian yang digjukan yaitu “Tinjauan

® Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman
Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU . Medan: Pustaka Prima, halaman 17.



Kriminologi Terhadap Penyelundupan Daging Sapi llegal (Studi di Kepolisian

Daerah Sumatera Utara)”, maka dapat diterangkan definisi operasional

penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelgjari tentang kajahatan.®

2. Penyelundupan adalah seseorang secara diam-diam atau sembunyi-
sembunyi memasukan atau mengeluarkan barang-barang ke atas dari dalam
negeri dengan latar belakang untuk menghindarkan dari Bea Cukai (faktor
ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah.’

3. Daging sapi ilegal adalah masuknya daging dari negara lain ke Indonesia

tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi .2

D. Keadian Pendlitian

Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyelundupan Daging Sapi llegal (Studi
di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya,
penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat
tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyelundupan Daging Sapi llegal
sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan
yang ditemukan baik melalui via searching via internet maupun penelusuran
kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan
perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan

tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tinjauan Kriminologi

® Hardianto Djanggih. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan
Kejahatan Siber (Cyber Crime)”. dalam Jurnal Pandecta Volume 13. Nomur 1. June 2018.
Azmi  Syahputra. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindakpidana
Penyeludupan”. dalam Jurnal 1lmu Hukum Volume 3 No. 1 September 2017 .
8 Jiuhardi. “Kajian Tentang Impor Daging Sapi Di Indonesia’. dalam Jurnal Forum
Ekonomi Vol 17 No.2 Agustus 2016.



Terhadap Penyelundupan Daging Sapi llegal (Studi di Kepolisan Daerah
Sumatera Utara)”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti
sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam
penulisan skripsi ini, antaralain;

1. Skrips M. Edward Nugraha, NPM 11140652262, Mahasiswi Fakultas
Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “Upaya
Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Dalam Penanggulangan
Penyelundupan Daging Celeng Melalui Tol Laut”, skripsi ini merupakan
penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Upaya
Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Dalam Penanggulangan
Penyelundupan Daging Celeng Melalui Tol Laut.

2. Skripsi Nabilah Syahni, NPM 14410183, Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul
“Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang
Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya’, Skripsi ini
merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari |apangan
tentang penegakkan hukum pidana terhadap penyelundupan satwa yang
dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian

tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat



ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skrips ini
mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Kriminologi Terhadap

Penyelundupan Daging Sapi llegal (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

E. Metode Pendlitian
Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research. Kata
research berasal dari re (kembali) dan to search (mencari). Research berarti
mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu
upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka
timbul pertanyaan apakah yang dicari itu. Pada dasarnya yang dicari adalah
pengetahuan atau pengetahuan yang benar® Agar mendapatkan hasil yang
maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
yuridis sosiologis (empiris).
2. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui
penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian
yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap

peristiwa tersebut.

3. Sumber data

® Zainuddin Ali. 2014. Metode Pendlitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.



Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data

sekunder yang terdiri dari:

a. Datayang bersumber dari hukum Islam, yaitu QS. Al-Isra: 36.

b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data

yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian

lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan

dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan,

seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan

hasi| penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, daam penelitian ini adalah Kitab Undang-

2)

3)

Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
K epabeanan.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan
lain yang berhubungan dengan permasalahan yang digukan yang
sesuai dengan judul skripsi.

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan



sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesual
dengan judul ini.
4. Alat pengumpul data
Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan
dengan dua cara, yaitu:

a. Studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara
tertulis kepada narasumber Aiptu Saridan, selaku Subdit | Reskrim Khusus
Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara,
yaitu:

1) Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research)
secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan,
guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian
dimaksud.™

2) Onling; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan
dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data
sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.**

5. Analisis data
Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan
analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian

ini menggunakan analisis kualitatif.

10 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Op. Cit., halaman 21.
11 | i
Ibid.



BAB 1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyelundupan

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang drt. Nomor 7
Tahun 1955) dan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tidak dijumpai pengertian tentang
penyelundupan. Demikian juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
Tentang K epabeanan jugatidak ditemukan pengertian tentang penyel undupan.

Tujuan hukum berhubungan dengan kesegjahteraan dan keadilan manusia.
Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (chaos).
Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan
kepedihan.*?

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah
diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini
banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana
Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara
khusus Tindak Pidana Pornografi.*?

Menurut Soufnir Chibro disebutkan bahwa tindak pidana penyelundupan
adalah: Penyelundupan merupakan mengimpor, mengeskpor, mengantarpulaukan

barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

12 Syharto dan Jonaedi Efendi. 2016. Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara
Pidana. Jakarta: Prestasi Pustakarya, halaman 27.
13 Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

12



tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh
Undang-Undang. Adapun latar belakang perbuatan demikian adalah untuk
menghindari bea dan cukai (faktor ekonomi) atau menghindari larangan yang
ditetapkan oleh pemerintah, seperti senjata api, amunisi dan sgenisnya (faktor
keamanan) dan lain-lain.*

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967 Pasal 1 ayat (2)
disebutkan bahwa tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang
berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri
(ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).
Tindak pidana penyelundupan termasuk dalam tindak pidana kepabeanan.
Menurut Azis Syamsuddin yang dimakud kepabeanan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar
daerah pabean sserta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat
menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang
meningkat diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya
wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang
harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara
yang belum mampu bersaing dengan produks impor, kemampuan dan kemauan
aparatur penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam
bekerja sama dengan aparatur pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling

mempunyai  hubungan kausal. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini

14 soufnir  Chibro. 2017. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap
Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.
> Azis Syamsuddin. 2015. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72.



adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bead an cukai atau
mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cuka tetapi dengan cara
menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (conceal ment)
atau di badan penumpang.*®
Adanya kebijaksanaan impor yang dijalankan pemerintah didasarkan pada
kebutuhan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum
sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor
dengan fasilitas kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan
syarat-syarat lunak. Akibat samping dari kebijaksanaan ini adalah penyelundupan
sering dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas ekspor tersebut.
Jenis-jenis tindak pidana penyelundupan adalah:
1. Penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi
Istilah penyelundupan fisik tidak akan ditemui defenisinya dalam
perundang-undangan. Istilah ini digunakan sebagai bahasan sehari-hari.
Penyelundupan fisik adalah seperti yang ditentukan dalam Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menyebutkan “Barang
Sigpa yang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan
ketentuan undangundang ini dipidana karena melakukan penyelundupan
dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak

Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

6 Bva Syahfitri Nasution. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Penyelundupan Di Indonesia’. dalam Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015.



Penyelundupan administrasi adalah seperti yang dikemukakan pada

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu barang

Sigpa yang:

a Menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap
pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu
atau dipalsukan untuk pemenuhan kewajiban Pabean.

b. Mengeluarkan barang impor dari kawasan Pabean atau dari tempat
penimbunan tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cuka dengan maksud
untuk menghindarkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara
lainnya dalam rangkaimpor.

c. Membuat, menyetujui atau turut serta dalam penambahan data palsu ke
dalam buku atau catatan.

d. Penyelundupan impor/ekspor melalui laut

Penyel undupan impor/ekspor melalui laut mencakup antaralain:

a Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang yang sama sekali tidak
memakai dokumen yang biasanya perbuatan demikian dilakukan tidak
melalui instans resmi dan pelabuhan resmi tetapi dilakukan di pantai-
pantai (sunga-sungai) tertentu dan sering-sering dilakukan pada malam
hari.

b. Pemasukan dan pengeluaran barang-barang tidak melalui instansi-
instansi resmi melalui pelabuhan resmi, dengan tidak memakai dokumen-

dokumen yang tidak sempurna. Biasanya perbuatan demikian dilakukan



oleh atau dengan bantuan oknum-oknum tertentu yang secara langsung
maupun tidak langsung menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya,
tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk petugas kepabean di pelabuhan
yang akan memeriksa barang-barang yang dibawanya. Petugas-petugas
kepabean biasanya berusaha untuk memeriksa, tetapi tidak diindahkan
oknum-oknum yang bersangkutan.

Pemasukan atau pengeluaran barang-barang melalui instansi-instans
resmi dengan pengeluaran barang-barang melalui instansi-instansi resmi
dengan memakai dokumen-dokumen yang diperlukan tetapi seluruhnya
atau sebagainya yang tercatat dalam dokumen-dokumen itu tidak sesuai
dengan kenyataan barang dan harga barang.

Pemasukan dan pengeluaran barang-barang melalui instansi resmi dan
pelabuhan dan dokumen-dokumen juga ada dan cocok dengan kenyataan
barang, tetapi sebelum kapal yang mengatur barang-barang itu memasuki
pelabuhan, lebih dahulu melakukan overship di lautan. Kasus yang
demikian sering terjadi dan pengusutannya sangat rumit, karena pada
waktu pengecekan barang-barang di pelabuhan, barang cocok dengan
dokumen, bahkan jumlah barang yang dibongkar lebih sedikit dari
tercatat dalam dokumen karena sebagiannya telah dipindahkan ke kapal
atau ke perahu lain di lautan.

Pemasukan yang memakai dokumen-dokumen yang seolah-olah

sempurna (kelihatan sempurna) tetapi sesungguhnya palsu semua, karena



dokumen pertama yang dijadikan dasar membuat dokumendokumen
pemasukannya adalah pal su.
2. Penyelundupan impor/ekspor melalui darat
Penyelundupan impor/ekspor melalui darat mencakup antara lain
barangbarang yang sudah selesai dimasukkan ke peredaran bebas kemudian
di dalam peredaran bebas (sudah di gudang, toko-toko atau sementara
diangkut dari satu tempat ke tempat lain) setelah diperiksa ternyata dokumen-
dokumen yang melindunginya yaitu invoicenya tidak sesuai dengan jumiah,
kualitas atau harga barang yang dilindunginya.
3. Penyelundupan impor/ekspor melalui udara
Penyelundupan ini ditentukan di pelabuhan-pelabuhan udara seperti
seseorang yang mau berangkat dengan pesawat udara membawa barang-
barang dengan tanpa dilindungi dokumen-dokumen pabean. Ciri-ciri
pelanggaran maupun kejahatan penyelundupan melalui udara tidak jauh

berbeda dengan penyelundupan melalui darat dan laut.

B. Tinjauan Umum Daging Sapi

Daging sapi (bahasa Inggris: beef) adalah daging yang diperoleh dari sapi
yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Di setiap
daerah, penggunaan daging ini berbeda-beda tergantung dari cara pengolahannya.
Sebagai contoh has luar, daging iga dan T-Bone sangat umum digunakan di Eropa
dan di Amerika Serikat sebagai bahan pembuatan steak sehingga bagian sapi ini

sangat banyak diperdagangkan. Akan tetapi seperti di Indonesia dan di berbagai



negara Asia lainnya daging ini banyak digunakan untuk makanan berbumbu dan
bersantan seperti sup konro dan rendang.

Selain itu ada beberapa bagian daging sapi lain seperti lidah, hati, hidung,
jeroan dan buntut hanya digunakan di berbagai negara tertentu sebagai bahan
dasar makanan. Daging sapi yang sudah ditrimming atau dihilangkan lemaknya
mengandung banyak zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan merupakan sumber
protein yang sangat baik (mempunyai nilai biologis tinggi, high digestible 94%),
sumber omega-3 rantai panjang (DHA, EPA and DPA), lemak tak jenuh, vitamin
B12, niasin, vitamin B6, vitamin B5, vitamin D, riboflavin, zat bes (terserap
dengan cepat dan baik dibanding zat bes dari pangan nabati), seng, fosforus,
selenium, mengandung kadar lemak yang relatif rendah, dan memiliki kadar
komposisi kolesterol yang sesuai untuk tubuh. Selain zat gizi tersebuat daging
tanpa lemak kaya akan sumber antioksidan dan senyawa bioaktif seperti taurin,
karnitin, CLA (conjugated linoleic acid), carnosin, glutathione, kreatin, dan kolin.

Daging adalah bahan pangan yang sangat dibutuhkan tubuh, dimana dalam
daging terkandung banyak gizi dan dalam daging memiliki mutu protein yang
tinggi. Daging diketahui dapat memenuhi kebutuhan tubuh manusia akan zat-zat
protein dan gizi dimana protein dalam daging mengandung susunan asam amino
yang lengkap. Daging juga didefinisikan sebagai otot (urat daging) yang melekat
pada kerangka.

Daging sapi adalah daging merah yang berasal dari sapi. Daging sapi
merupakan komoditi pangan utama di dunia. Daging sapi merupakan produk

peternakan. Daging sapi dikonsumsi di seluruh dunia. Daging sapi mudah ditemui



di pasaran namun harganya cukup fluktuatif. Daging sapi berserat tebal, berwarna
merah darah ketika dalam keadaan segar, dan berbau gurih. Daging sapi yang baik
dikonsumsi adalah daging sapi tanpa lemak. Dalam dunia kuliner, daging sapi
terdiri dari berbagai macam. Misalnya wagyu dari sapi wagyu yang diternakkan
secara khusus sehingga dagingnya lembut dan empuk. Ada juga pengklasifikasian
dari segi potongan misalnya sirloin atau tenderloin.

llegal adalah tidak sesua dengan peraturan hukum atau perundang-
undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan legal adalah sesual
dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pengertian
ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang
gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sedangkan
pengertian Legal adalah sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, tidak
bersengketa.

Sesuatu yang berstatus legal artinya adalah sah sementara sesuatu yang
berstatus ilegal artinya adalah tidak sah. Legal dan Illegal ini adalah kata serapan
dari bahasa Inggris yakni Legal dan lllegal yang maknanya serupa dengan
pemaknaan bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh penggunaan legal dan ilegal
dalam kalimat:

1. Kepemilikannya atas tanah tersebut sudah legal.
2. Tindakan penebangan pohon di hutan lindung adalah ilegal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mengatur dan menetapkan

tata cara atau kewgjiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau



mengekspor barang. Seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa

megindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan undang-undang dapat

diancam dengan pidana dengan berupa hukuman penjara dan denda. Sanksi

pidana berupa hukuman penjara dan denda dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Tentang K epabeanan diatur dalam Pasal 102 yang berbunyi:

o U

Setiap orang yang:

Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa
izin kepala kantor pabean;

Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan
pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

Mengeluarkan barang impor yang belum disedlesaikan kewajiban
pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau
dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat
bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara
berdasarkan undang-undang ini;

Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat
penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak
dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor
dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan
penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



BAB I11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Penyelundupan Daging Sapi |legal

Kegahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat
yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara
yuridis kejahatan diartikan sebagal suatu perbuatan melanggar hukum atau yang
dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu
tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan
hukum yang berlaku.Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang
mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat
jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).'’ Berarti
secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar
hukum, perilaku yang bertentangan dengan nila dan norma yang berlaku yang
telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara
yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan
hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.Sedangkan, secara
kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui
oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang
disenggja (intentional act) maupun kelalaian (oomission) yang melanggar hukum

pidana tertulis maupunputusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan

¥ Suharso dan Ana Retnoningsih. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Cv.
Widya Karya, halaman 196.
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pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai

kegjahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai

berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam
pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya,
melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat
suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping
itu juga harus ada niat jahat.

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.

3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui
secara hukum.

4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.’®

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan
memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan
terhadapnya, Negara bereaks dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah
dan memberantasnya’® Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels
menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku sgja belum cukup untuk dianggap
sebagal kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi
tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebaga |abel
atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri,

pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Keahatan dari sudut pandang lain,

8 M.Ali Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11-12
9y esmil Anwar Adang. 2014. Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 179



misalnya dari sudut pandang sosiologis, keahatan dipandang sebagai perbuatan
yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota
masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus,
sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas
bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan
identik dengan penyimpangan sosial.>° Abdul syani menjelaskan bahwa kejahatan
dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek
ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia
melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh
pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosia artinya bahwa seseorang
dianggap berbuat keahatan jika ia mengalamikegagalan dalam menyesuaikan
diriatau berbuatmenyimpang dengan sadar atau tidak sadardari norma-norma yang
berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh
masyarakatyang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorangdianggap
berbuatke ahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankankepentingan
ekonominyakepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai
penghambat atas kebahagiaanorang lain.*

Kgahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti
adalahperilaku manusiayang melanggar norma (hukumpidana/kejahatan/, criminal

law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat

2 Anang Priyanto. 2014. Kriminologi. Y ogyakarta: Penerbit Ombak, halaman 77
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dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan,
yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;

2. Daam white collar crime termasuk yang disel esaikan secara non pend;

3. Perilaku yang dideskriminalisasi;

4. Populas pelaku yang ditahan;

5. Tindakan yang melanggar norma;

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kegahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh
orangyang lebih muda, pengangguran dan negro-negro dilnggris, maksudnya
adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orangyang memiliki ciri-ciri:
miskin, menganggur, danjuga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat,
menurut penelitian dilnggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sgjalan
dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981
menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di
dalam andlisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori
kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan
merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan
dilndonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh
ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.*

Kegahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

2 Abintoro Prakoso. 2014. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang
Grafika, halaman 78-79
% Anang Priyanto. Op. Cit., halaman 19



Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah
seseorang dibawa sgjak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan
penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal
dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku
sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal
serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan
dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-
ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung
pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor
penyebab terjadinya kejahatan, hanya sgja sebagai teori yang digunakan
untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan
memiliki bakat jahat yang dimiliki sgjak lahir yang diperoleh dari warisan
nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan
yang jahat.?*

. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena
faktor intelegens, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantas,
rasionalisas, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emos yang
kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat
merupakan reaks terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang
hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk

berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah

2 1bid., halaman 86.



psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku
memberikan respons terhadap berbaga macam tekanan kepribadian yang
mendorong mereka untuk melakukan keahatan. Faktor ini didominasi karena
pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung
membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih mudah untuk
mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada
dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang
yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat
tanpamelihat situasi dan kondisi.?®

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam
keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung
dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau
faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya
kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan
cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.
Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya
berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal
ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa
iri. Sgjalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang
perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan dilndonesia adalah masalah
kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat

penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan

% |ndah Sri Utami. 2017. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa
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amat banyak korban. Kejahatan dilndonesia salah satunya juga didorong oleh
krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan
ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk
mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang
sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan
salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa
faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik
dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk
membayar biaya pendidikan yang kian lama makin maha. Karena
berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi
pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini
bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian
jahat demi mencapai suatu keinginannya. Teori sosialis mengemukakan
bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang
dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan
itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain
kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya
kejahatan.

. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni

sosiologis atau sosia psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif,

tekanan kelompok, peranan sosia, status sosia, atau internalisasi ssmbolis



yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat,
kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan
oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa
penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya,
baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan
serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki
kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan

sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan prosesimitation.?

. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial
dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami
oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosia-
ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat
buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat
tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud
dari faktor ini adalah penyebab kejahatandilihat berdasarkan letak suatu
daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini
adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan
akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan,
misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal
ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan

memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola
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hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan
geografis suatu daerah misalnya, kondis jalan yang rusak juga bisa
memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai
dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan
bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku
untuk melakukan kejahatan ini.

Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan
kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian
kendaran bermotor.Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap
terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena,
meningkatnya jumlah  penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial,
mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi
orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas
budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi. Ada 8 tipe
kejahatan yang ada di muka bumi ini:?’

a Kegahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk
perbuatan kriminil seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

b. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya
pencurian kendaraan bermotor.

c. Kegahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya

dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
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d. Kegahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan
sebagainya.

e. Kegahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang
dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagal
orang jahat, misal pelacuran.

f. Kegahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian
terutama denan kekerasan dan pemberatan.

g. Kegahatan terorganisas yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran,
perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.

h. Keahatan profesiona yang dilakukan sebagai suatu cara hidup
seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan
bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi
dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya
adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor
tipologis, termasuk juga kejahatan penyelundupan daging sapi ilegal.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan,
yakni:

1. Telantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah
merupakan bagian yang besar dalam keahatan, lagi pula penjahat-penjahat
yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan

sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.



2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan bahwa
angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat
semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok,
kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya
pencurian.

3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki
dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan
namun ditekan oleh garan kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada
kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena
maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks
bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin meiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap keahatan sampal saat ini masih
menempati posis yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling
berbahaya dari efek mengkonsums akohol adalah melakukan tindak
kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang
kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya
pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan
kejahatan.®

Kesulitan-kesulitan bagi orang orang dalam masyarakat modern untuk
berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga,

tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan
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terjadinya kejahatan penyelundupan daging sapi ilegal. Mengendurnya ikatan
sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya penyelundupan daging sapi
ilegal, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya
bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan
kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum
lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak
berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni: teori
ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori
differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari
lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk,
mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan
juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di
suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas
penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, ha ini dipengaruhi
oleh semakin meningkatnya saranna transportasi, sehingga hal tersebut
seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah
yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung
mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat
memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari

desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota



tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat
penduduknya. Daerah kegjahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi
penyebab ke ahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-
masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat
penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi
sasaran orang untuk melakukan kejahatan.?
. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial,
selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan
peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku
sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai
sosiad yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya,

konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.®

. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan
ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi
misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal
ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga
mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya
pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk

mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

2| S.Susanto. 2014. Kriminologi. Y ogyakarta: Genta Publishing, halaman 80-94.
30 .
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4. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belgar, yaitu perilaku kejahatan

adalah perilaku yang dipelgari. Ada 9 proposis dalam proses terjadinya

kejahatan yakni sebagai berikut:

a

b.

Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelgari bukan diwarisi.
Perilaku kejahatan dipelgari dalam interaks dengan orang lain dalam
suatu proses komunikasi.

Bagian yang terpenting dalam proses mempelgjari tingkah laku kejahatan
terjadi dalam kelompok personal yang intim.

Apabila perilaku kejahatan dipelgari, maka yang dipelgari tersebut
yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan,
dorongan, alasan pembenar dan sikap.

Arah dari motif dan dorongan dipelgari melalui batasan hukum, baik
sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.

Sesesorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan
pola-polatingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.

Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya,
prioritasnya, dan intensitasnya.

Proses mempelgari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan
pola-pola kejahatan dan anti keahatan yang menyangkut seluruh

mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belgjar pada umumnya.



i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan
nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk
memperoleh uang.*

Sehubungan dengan hal di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya kejahatan khususnya penyelundupan daging sapi ilegal antara lain:®
1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan
alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan
adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang
peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia
memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap
hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan
sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak.
Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan
tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya.

Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan adalah
keadaan ekonomi yang rendah. Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin
mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Terlebih lagi pelaku yang
sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan sedangkan penghasilan untuk
memenuhinya tidak cukup. Ditambah lagi dengan keadaan lingkungan dari
pelaku yang konsumtif merupakan faktor pendorong pelaku melakukan

kejahatan.

32 .
Ibid.
¥ Hasil wawancara dengan Aiptu Saridan, selaku Subdit | Reskrim Khusus Kepolisian
Daerah Sumatera Utara, tanggal 29 Agustus 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.



Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam
kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan
(sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari.

2. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang
dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku,
cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan
sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk  dapat
dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yan memiliki tingkat
pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran
sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi
dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang
memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang
memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaaan/pengangguran.
Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa sgja asalkan ia dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya tak perduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.*

Pendidikan sebaga salah satu faktor penyebab atau yang
melatarbelakangi terjadinya kejahatan, karena pendidikan adalah sarana yang

paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah

% Happy N. “Tinjauan Kriminologis Tentangpenyebab Terjadinyatindak Pidana
Penyelundupan Tepung Daging Danpenanggulangannya(Studi Kasus di Kantor Bea Cukai
Surabaya)” . dalam Jurnal Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019.



cara berfikir sehingga dapat memikirkan tentang perbuatannya, akibat
kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan
tersebut.
3. Faktor Penegak Hukum

Terjadinya kejahatan penyelundupan daging sapi ilegal mempuyal
beberapa faktor yang melatarbelakanginya, hal tersebut tidak lepas dari salah
satu faktor penyebab terjadinya yaitu faktor penegak hukum. Dalam hal ini
aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam pencegahan yang
terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan membuktikan bahwa
Kinerja aparat pengak hukum masih jauh dari hapan masyarakat yang
seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.®

Aparat penegak hukum yang cenderung tidak begitu konsentras
dengan masalah kejahatan, menyebabkan para pelaku semakin mergja lela
dalam malakukan aksinya. Lambatnya proses penanganan terhadap warga
yang melapor menjadikan masyarakat enggan untuk melapor pada aparat

kepolisian.

B. Akibat Hukum Melakukan Penyelundupan Daging Sapi |legal

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam
hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi
kompleks. Perilaku demikian apabia ditinjau dari segi hukum tentunya ada
perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesual

dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang

3 | bid.



berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan
norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan
merugikan masyarakat.®

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan
terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan
yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan
bahkan sebagal suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan
ggjda sosia yang akan selalu dihadapi oleh setigp manusia, masyarakat, dan
bahkan negara.*’

Kegahatan sifatnya subyektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu
dam masyarakat tertentu, dan dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula
yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selam ada norma-norma masyarakat
dan selama ada manusia, seperti dikatakan oleh Frank Tannenbaum behwa
kejahatan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati.
Selalu akan berulang bagaikan musim.

Makin kompleks suatu masyarakat, makin sukar bagi kita dan makin
banyak pula kegagalan yang akan ditemui. Bertambah banyak undang-undang dan
sanksi-sanksi, kejahatan akan bertambah pula. Dalam masyarakat yang serba
kompleks, masyarakat akan sulit diatas serta ketegangan akan semakin

bertambah.*®

% Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi. Medan: Pustakaprima, halaman
39.
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Masalah kejahatan bukanlah semata-mata abad teknologi modern dewasa
ini. Meskipun manusia sudah demikian pesat daam ilmu pengetahuan dan
teknologi, bahkan telah banyak dilakukan pnerobosan dan penemuan baru dalam
pelbagal bidang ilmu dan teknologi, terutama dalam ilmu eksakt, permasalahan
kejahatan tetap masih merupakan duri dala daging dan pasir dalam mata.

Kegahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosia dan
historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan
ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang normanya,
aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya
menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. *

Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan delik hukum (Reachts
Delicten atau Mala perse) khusus atau tindak pidana yang disebut kejahatan
(Buku Il KUHP) dan delik undang-undang (Wetsdelicten atau Mala Prohibita)
yang berupa pelanggaran (Buku Il KUHP). Pandangan legal murni tentang
kejahatan mendefenisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana.
Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu
bukan kejahatan kecuali dinyatakan oleh hukum pidana. Kegahatan merupakan
suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya
istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan dan tingkah laku
manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.

Kegahatan adalah sis sebaliknya dari perbuatan baik, yang seyogyanya

dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan ras aman

¥ |bid., halaman 40.
9 bid., halaman 40.



sgjahtera (cukup sandang, pangan, dan papan). Rasa aman segjahtera selalu diusik
oleh sis lainnya yaitu kejahatan dalam berbagal pola dan manifestasinya serta
modus operadinya yang senntiasa berkembang. Kejahatan adalah perbuatan
manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum
(dipidana).*

K gahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai
perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbauatan jahat. Dengan demikian maka si
pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai,
maka ia memiliki pengertian yang sangar relatif, yaitu tergantung pada manusia
yang memberikan penilain itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang
belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu keahatan pula. Kaaupun
misalnya semua golongan dapat menerima suatu itu merupakan kejahatan tapi
berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. K gjahatan
merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan amoral dan pada umumnya dapat
dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau sangat amoral.

Adanya keahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota
masyarakat. Sebabnyaialah:

1. Kgahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau
merusak terhadap orde sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di

tengah masyarakat.

1 1bid., halaman 41.



3. Banyak materi dan energy terbuang dengan sia-sia oleh gangguang-gangguan
kriminalitas.

4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga
masyarakatnya.

Daam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan
dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut
secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi
korban dan turut meraakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami langsung
suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.*?

Berbaga bentuk perilaku menyimpang yang ada di masyarakat akan
membawa dampak bagi pelaku, korban maupun bagi kehidupan masyarakat pada
umumnya, tak terkecuali aksi pembegalan yang marak terjadi beberapa waktu ini.
Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:*

1. Pelaku
Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana
ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;
a. Orang yang melakukan
b. Orang yang turut melakukan
c. Orang yang menyuruh melakukan
d. orang yang membujuk melakukan

e. Orang yang membantu melakukan.

2 Nursariani Simatupang dan Faisal, Op. Cit., halaman 135-136
** bid., halaman 138-141.



Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap
sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan
masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari
perbuatan jahat yang dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan
sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial
bahkan norma agama. Sanks sosial tersebut antara lain berupa pengucilan.
Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai
menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih
diberi cap sebaga mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk
mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan
bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga

permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan.

. Korban

Jika kita mengkgji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa
korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi
korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya. Kerugian
korban dapat dibedakan antara:

a. Kerugian bersifat materiil.
Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda, misalnya
seseorang akan mengalami kerugian materil jika menjadi korban
perampokan, penjambretan, atau penipuan.

b. Kerugian yang bersifat immaterial.



C.

Menimbulkan rasa dendam dengan si pel aku.

Kerugian ini berkaitan dengan kondis fisik dan kegiwaan seseorang.

Misalnya sakit, cacat tubuh, luka, perasaan takut, sedih, atau trauma.

a

Memberikan pengaruh psikologis atau keiwaan serta tekanan mental
terhadap pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau
dijauhi dari pergaulan;

Dapat menghancurkan masa depan pelaku;

Dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa;
Perbuatan yang dilakukan dapat mencel akakan dirinya sendiri.

Mendapat sanksi baik dari negara maupun dari masyarakat.

Menimbulkan stigma atau aib sosial.

3. Bagi orang lain atau kehidupan masyarakat

a

Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan keharmonisan dalam
masyarakat;

Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku
di masyarakat;

Menimbulkan beban sosial, psikologis dan ekonomi bagi keluarga
pelaku;

Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur
perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku;



Akibat yang terjadi akibat melakukan penyelundupan daging api ilegd
adal ah:**

1. Mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan tersebut.

2. Pelaku tersebut akan mendapatkan sanks sosial dari lingkungannya, seperti
dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan.

3. Dapat menghancurkan masa depan pelaku.

4. Untuk keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan
penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga
yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap
sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan
masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari
perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi
pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah
dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya
biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapat sanksi sosial
dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosia bahkan norma
agama. Sanks sosia tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang
yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di

lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagal mantan penjahat.

“ Hasil wawancara dengan Aiptu Saridan, selaku Subdit | Reskrim Khusus Kepolisian
Daerah Sumatera Utara, tanggal 29 Agustus 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.



Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapat kepercayaan kembali dari
masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa
pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjaani
sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar)

Harus diakui bahwa lembaga permasyarakatan merupakan tempat
berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan
berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan
mereka saling bertukar pengalaman mengenali cara-cara melakukan kejahatan
yang lebih canggih.

Sanks sosia juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat
menimbulkan akibat pada keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu,
bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga
yang disebut sebagal penjahat atau mantan penjahat. Dalam upaya pemberantasan
tindak pidana penyelundupan memiliki suatu peraturan perundang-undangan
khusus yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

K epabeanan.

C. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyelundupan Daging Sapi Ilegal
Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan
istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk

menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro

“* Nurviyani. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidanapenyel undupan Pakaian Bekas
Olehpenyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kabupatenindragiri Hilir’. dalam
JOMFakultas Hukum Volume [1INomor 2,0ktober2016



berarti sebagai usaha untu mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-

batas toleransi masyarakat.*®

Menurut Soerjono Dirdjosisworo dalam usaha penegakan hukum secara

konsepsional dilakukan dengan memadukan berbagal unsur yang berhubungan

dengan mekanisme peradilan yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:*’

1

Peningkatan dan pemanfaatan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan
organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesailkan perkara
pidana.

Perundang-undangan yang dapat berfungs menganalisir dan membendung
kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.

Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat,
murah dan sederhana.

Koordinas antar aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah lainnya
yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan
kriminalitas.

Partisipas masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penegakan
kriminalitas

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga

bagian integral, yaitu;

1. Daam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar

dari reaks terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

“® Nursariani Simatupang dan Faisal. Op. Cit., halaman 248.
4" Tito Travolta Hutauruk, dkk. “Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk

Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan”. dalam USU Law Journal, Vol.5.No.3
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2. Daam arti luas, ialah keseluruhan fungs dari aparatur penegak hukum,
termasuk di dalamnya cara kerja dari penagadilan dan polisi.

3. Dalam arti paling luas, ialh keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui
perundang-undangan dan badan-badan resmi.*®
Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral politik dar

politik sosia (kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa
upaya penanggulangan kejahatn perlu ditempuh dengan pendekatan kebijkan,
dalam arti:

1. Adaketerpaduan (integralita) anatar politik kriminal dan politik sosial.

2. Adaketerpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan
denagan penal dan non penal.*°
Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelgari, meneliti,

membahas cara-cara pemberantas kejahatan mealal ui;
1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan
terhadap;

a. Kecenderungan jahata dengan pencegahan krimina ilmu kedokteran,
pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbu karena tekanan
sosial, misalnya kelaparan, kimskinan), pencegahan krimina ilmu
penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa).

Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

“8 Nursariani Simatupang dan Faisal. Op. Cit., halaman 248.
*Ibid., halaman 248.



b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat
dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi,
dan lain-lain.

2. Diagnosa kegahtan, yaitu untuk menentukan apakah suatu keahatan telah
terjadi dana mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar
berpedoman pada kentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan
diagnosa harus melalui empat tingkatan;

a. Bila terjada suatu peristiwa harus disdlidiki terlbih dahulu apakah
peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.

b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan
yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.

c. Kemuddian cari modus poperandinya dengan melakukan penyidikan.

d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta
para pel akunya.*

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang
dapat menghindarkan masyarakat dari resko menjadi korban. Dalam politik
kesg ahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahata sangat penting
atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan
akan menanggung perkembanan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau
kesgahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P.
Hoefnagel s uapaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal application),
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2. Pencegahan tanpa pidana (peventif without pusinsment),

3. Mempengaruhi pendangan masyarakat mengena kejahatan da pemidanaan
lewat mass media (influencing veiws of society on crime and punishment
mass media).”

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori
criminal policy dapat dilakukan dengan sarana “Pena“ dan “Non Penal”,
keduanya harus berjalan secara seimbang. Criminal policy diartikan sebaga suatu
usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.>

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) adalah suatu
usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis
besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:>®
1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih

menitikberatkan  pada  upaya—upaya yang  dSfathnya  repressive
(penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan  menggunakan sarana
penal (hukum penal);

2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang
lebihmenitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/
penangkal an/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama
dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab

terjadinya kejahatan.
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Menurut Nursariani Simatupang dan Faisa®, upaya penanggulangan

kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:
1. Lewat jalur pena (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menaggulangi kejahatan dapat dilakukan secara
represif melalui sistem peradailan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat
jaur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.
Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan
berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah
berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai
tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya
juga merupakan bagian dari usaha penegaka hukum (khusunya penegakan hukum
pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan
penagakan hukum (law enforcement policy).>

Upaya represif merupan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara
konsepsional yang ditemouh setel ah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan
upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan
perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan
yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan
masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.
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Tujuan sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah;

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

b. Menyelesailkan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak
mengulagi lagi kejahatan.>®

Sitem peradilan pidana (criminal justice system) dianggap berhasil apabila
sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakata yang menjadi korban
kejahatan ke sidang penagdilan dan diputusan bersalah serta mendapat pidana.
Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan
berhubungan secara fungsional. Keberadaan peraturan perundang-undangan baik
sebagai wadah maupun proses, oleh penganut pandangan sosiologis dianggap
sebagai suatu lembaga sosial (social institution).>”

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana
ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-
undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan.
Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi
penigkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun
motifnya.

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).
Konseps kebijakan penanggulangan kejahatan yang integra mengandung

konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulagi kaahatan
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harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk
menanggulagi kaahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula
dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan ke ahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah
bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali
baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu
yang harus dicari adalah sumber adli penyabab keahatan tersebut. Dengan
mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kaahatan, maka kita dapat
mencoba dan berusaha untuk melenyapkan keahatan tersebut, minimal
menuranginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khusunya kejahatan
yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana
penal sgja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan
sosia dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan
penanggulangan kejahatan.®

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di
seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari
usaharusaha non pena ini adalah memperbaki kondisi-kondisi sosial tertentu
yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh penventif terhadap keahatan.
Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminil, keseluruhan kegiatan
preventif yang non pena itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat
strategis. Usaha non penal memegang posis kunci yang diintensifkan dan

diefektifkan. kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan
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fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan
kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan
prenventif yang non penal it kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur
dan terpadu.

Sarana non pena lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum
kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menhindarkan masyarakat agar tidak
melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari
politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesegjahteraan rakyatnya.
Penaggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya
atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beral asan bila upaya preventif
diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa sga tanpa suatu
keahlian khusu dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih
bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, makan sasaran
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya
kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah
atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tdak langsung dapat
menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha
pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana,
misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan
hukum perdata, hukum admistrasi, dan sebagainya>® Pendekatan cara non penal

mencakup area pencegahan kejahatan (crime prevention) yang sangat luas dan
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mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervarasi antar
negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural,
politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya
preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif,
serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan,
juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan
dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang
mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif
yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab
bersama.®’

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan
kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak
terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosia” yang terdiri dari
“kebijakan/upaya-upaya untuk kesgjahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya
untuk perlindungan masyarakat” %

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang
tujaunnya khusunya untuk membatasi meluasnya kekrasan dan kejahhatan, apakah
melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan keahatan atau dengan
mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi

preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada public health

model, yaitu;
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1. Pencegahan primer (primary prevention)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial
yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi Situasi kriminogenik dan akar
kejahatan, seperti seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan
kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah
masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (secondary prevention)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan
penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan
poliss dalam pencegahan kegahan. Sasarannya ditujuan kepada mereka yang
dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (tertier provention).

Penceggahan tersier terutama diarahkan kapada residivis (oleh polis atau
lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka
yang telah melakukan kejahatan.®?

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:
1. Pencegahan sosia (social crime prevention) yag diarahkan kepada akar

kejahatan.
2. Pencegahan situasional (situational crime prevention) yang diarahkan kepada

pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
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3. Pencegahan masyarakat (community based prevention) yakni tindakan untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara
meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.®®

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan
situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas,
namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat
dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;®*

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi
masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kodis ada sangat
diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat
ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku
kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan
sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu.
Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang
dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-
nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa
Indonesia yanitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesioanlisme,
bermetal tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu
diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup
dalam melaksankan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu

menegakkan kebenaran dan keadilan.

8 |bid., halaman 261
% |bid.



Hukum vyang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran,
kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan
sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai
kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-niali tersebut. Tidaklah
dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran
yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran
dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan.

. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk
mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan
perlindungan hukum pada zaman modren dan era globalisasi ini, hanya dapat
terlaksana apabila pelbaga dimensi kehidupan hukum selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas,
kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual
didalam masyarakat beradap, baik nasional, maupun internasional .

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan
pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan
perlakuan jahat para perlaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui
proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku

kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar,
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ditangakap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah
para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah
mempertimbangkan kerugian yang dialami korban.

Penjahat tetap pejahat. Mereka hanya mementingkan keuntungan
dirinya, bailk keuntungan material maupun immateria serta memikirkan
strategi untuk dapat terhidar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan
hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak
melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat
menimbulka efek tekut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah
melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan adalah seorang yang apologetic
failure, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya,
kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari
norma.®®

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan
menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu
daam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.
Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adal ah:

a.  Mora merupakan penanda kualitas diri
Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya

sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah
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ditanamkan nilai-nilai  kehidupan yang menjadi pedoman dalam
hidupnya.
b. Mora merupakan pengendali
Mora sebagal pengendali ialah sebagai perlindungan bagi
kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan
dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan
menjamin, mengingat terdapat kepentingan kepentingan yang tidak
teratur.
c. Mora merupakan pedoman hidup
Daam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam
kehidupan juga banyak hal yang bersifat postif dan negatif. Maka
diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segaa
perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam
bermasyarakat.
Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Yang
Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Dengan moral manusia memiliki ciri perbedaan dengan makhluk lain ciptaan
Y ang Maha Kuasa dan dengan moral pula manusia akan memiliki keindahan
baik dalam ucapak maupun tingkah lakunya.
Untuk menghidarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai
oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota
masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang

berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan



tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan
norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.
. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari
kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat
menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat.
Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya
tetap menjagadiri untuk tidak menjadi korban.

. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta
perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak
menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara
timpang, memadai serta seimbang.

b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.

Cc. Mencakup dtrategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/
integritas.®’

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan
ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan
peningkatan ekonimi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi

terjadinya kejahatan.
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Seharusnya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia terutama bagi
masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, agar dapat mengurangi
pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diwujudkan untuk
menekan tingkat kriminalitas.

Kegahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan
lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku
kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan
keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis,
psikologis, merupakan faktor yang sekunder sgja.

Mengenai hal ini Sudarto berpendapat lain. Menurutnya orang mudah
mengira bahwa keahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada
kemanjuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya
tidak demikian. Kemaguan ekonomi menurut Sudarto merupakan bidang
perkembangan kejahatan.®®
. Menutup peluang bagi pelaku kegjahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang
kejahatan, yaitu kejahatan ada kerena ada kesempatan. Terjadinya kejahatan
terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk
melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku
tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancartkan kegiatannya.

Oleh karena itu tutupla peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan
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bagi pelaku semaksima mungkin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan
guna meneutup peluang bagi pelaku kejahatan adalah:*®
a. Menghindarkan diri dari perilaku demonstratif kekayaan.

Perilaku demonstratif kekayaan yaitu berupa perbuatan yang suka
memamerkan kekayaan (harta benda) yang dimiliki secara berlebihan.
Sebalknya menghindarkan diri dari  perilaku tersebut. Perilaku
demonstratif kekayaan dapat menyebabkan anggota masyarakat menjadi
korban kejahatan. Bukan berarti kita tidak boleh menghiasi diri dengan
perhiasan atau menggunakan benda-benda yang sangat kita sukai, namun
aangkah baknya jika kita lebih memikirkan keselamatan diri kita
pribadi.

b. Menghindarkan diri pulang larut malam atau saat dini hari.

Alangkah baiknya jika kita tidak pulang larut malam atau saat
dini hari, karenakondisi ini sangat membahayakan bagi keselamatan kita.
Tidak sedikit kasus perampokan yang terjadi pada saat tersebut. Bahkan
kasus perampokan yang terjadi disertai dengan aks kekrasan dan
perkosaan. Ironis, merugikan, menyakitkan dan sangat membuat
masyarakat katakutan akan kejahatan.

c. Tidak berpergian ketempat yang sepi.

Berpergian ketempat yang sepi sebaiknya tidak dilakukan, kerana

tempat-tempat yang demikian dapat menjadi lokasi yang nyaman bagi

para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi bejatnya.
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d. Sebailknya menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat
(terutama bagi perempuan).

Semakin tingginya angka kejahatan seksual seharnya membuat
kitalebih sadar dan meningkatkan keamanan diri pribadi. Khusunya bagi
kaum perempuan sebaiknya menghindari menggunakan pakaian yang
tidak sopan. Alangkah lebih baiknya jika menggunakan pakaian yang
menutup aurat, sehingga tidak mengundang lawan jenis untuk melakukan
kajahatan.

e. Mengawas anak-anak dalam melakukan kegiatannya.

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak-anak
harus diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang baik demi
masa depannya. Namundalam melaksanakan kegiatannya bai itu belgjar,
bermain atau menonton tayangan kesukaanya sebaiknya dilakukan
pengawasan terhadap anak, agar anak terhindar menjadi korban
kejahatan.

f. Menghindarkan diri dari ucapan yang tidak senonoh.

Daam berinteraksi tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan
berkomunikasi dengan yang lainnya. Dalam melakukan komunikasi
sebaiknya kita menhindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak
senonoh. Dengan ucapan yang tidak senonoh akan menimbulkan
kemungkinan saki hati, kebencian, dan atau pembalasan dengan ucapan
yang tidak senonoh pula, bahkan akan menimbulkan kemungkinan

keributan dan pertengkaran yang tidak berujung.



g. Menitipkan rumah yang kosong kepada tetangga sekitar atau kepada
pihak lain.

Banyak pelaku kejahatan melancarkan aksinya di saat pemilik
rumah meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Jika keadaan
memaksa untuk demikian dan tidak dapat dihindarkan, maka sebaiknya
beritahukan kepergian kita dan titipkan rumah kepada tentangga terdekat
atau kepada pihak lainyang dapat dipercayai.

h. Meninggakan rumah dalam keadaan terkunci.

Sebaiknya tidak meninggalkan rumah dalam keadaan tidak
terkunci, karena hal tersebut dapat mengundang pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab untuk masuk ke rumah dan menjadi pelaku kejahatan.

i. Sebaiknyatidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal.

Tidak sedikit kasus kejahatan yang diawali dengan perkenalan
singkat dengan seseorang. Untuk itu sebaiknya jangan terlalu mudah
percaya dengan seseorang yang baru dikenal. Jangan terpengaruh dan
terpedaya dengan pihak-pihak yang menawarkan janji palsu. Saat ini
seseorang yang sudah lama kita kenal sgja dapat menjadikan diri kita
sebagal korban. Masih ingat pepatah yang menyatakan “musuh dalam
selimut” atau “menggunting dalam lipatan”.

J. Biasakan mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku.

Jika setiap orang mematuhi atura atau norma-norma yang berlaku

tentunya tidak ada kejahatan di dalam masyarakat atau paling tidak

angka kriminalitas dapat berkurang. Kondis yang demikian tentunya



menjadi harapan semua orang, wlaupun kenyataanya kejahatan seolah-
olah tidak dapat dihentikan, karena semakin hari masih ada sgja individu
yang melakukannya.

. Melaporkan kepada aparat setempat jika ada orang yang mencurigakan di
lingkungan masyarakat.

Jika ada orang di lingkungan kita yang dianggap mencurikan
sebaiknya segera dilaporkan kepada kepala lingkungan setempat, bahkan
Jika memungkinkan sebaiknya dilaporkan kepihak kepolisian.
Memaksimalkan pengamanan dan meningkatkan perlindungan bagi
masyarakat.

Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dapat dilakukan
melalui peningkatan pengamanan. Peningkatan keamanan dilakukan
antara lain dengan melakukan kegitan razia dan patroli secara rutin oleh
pihak kepolisian. Hendknya razia dan patroli tidak hanya dilakukan pada
saat-saat tertentu atau pada tempet-tempat yang dianggap rawan kriminal
sgja. Kagiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berkesinambungan,
sehingga tidak ada satu tempat yang aman bagi pelaku untuk melakukan
kejahatan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan keamanan
dalam lingkungannya sendiri. Kegiatan meningkatkan keamanan tersebut
dilakukan dengan cara melakukan sikamling (sistim keamanan

lingkungan).



Bagi pihak kepolisian peningkatan keamanan dapat dilakukan
dengan upaya melaksanakan patroli disetiap tempat, tidak hanya pada
tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Begitu juga pelaksaan
razia, dapat dilaksnakan setigp waktu tidak hanya pada saat-saat atau
hari-hari  tertentu sga  Jika demikian dilaksanakan secara
berkesinambungan, diharapkan akan meminimalisir angka kejahatan.

7. Meningkatkan keimanan kepada Y ang Maha Kuasa

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap individu. Agar
angka kejahatan tidak bertambah terus-menurus, tentunya setiap individu
juga harus melakukan pencegahan dari diri sendiri. Salah satu yang dapat
dilakukan oleh individu agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yaitu
dengan cara meningkatkan keimanan pada Yang Maha Kuasa. Salah satu
cara yang dilakukan demi pencapaian kualitas keimanan yang baik adalah
dengan mengikuti pendidikan keagamaan.

Peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan
keagamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali dan
keyakinan dana kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan
kebalkan. Denganpendidikan danpenyuluhan agama yang efktif, tidak
hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya
tapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.

Peranan agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan
sangat mempunyal penagruh positif terhdap masyarakat luas. Dalam kaitan

ini sosial keagamaan dan nilai-nilai agama memiliki fungs yang amat



esensial dalam mempengaruhi masyarakat, antara lain memiliki fungs
edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa gara agama yang
mereka anut memberikan garan-garan yang harus dipatuhi. Ajaran agama
secara yuridis berfungs menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan
dan larangan ini mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar
pribadi penganutnya menjada baik dan terbiasa denga yang baik menurut
garan agama masing-masing.

Banyak faktor penyebab kejahatan, juga banyak faktor yang menyebabkan
seseorang melakukan kajahatan tertentu baik yang datangnya dari dalam diri
seseorang maupun dari luar. Oleh karena itu penanggulangan kajahatan
seharusnya ditempuh dengan kebijakan yang integral, baik dengan sarana penal
maupun non penal, begitu juga secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan
juga masyarakat umumnya. Bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang sama
cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi
tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi
penanggul angan kejahatan.

Upaya penaanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik
pemerintah maupun masyarakat pada umunya. Berbagai program serta kegiatan
yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif

dalam mengatasi masalah tersebut.



Upaya yang telah dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah dan

menanggulangi penyelundupan daging sapi ilegal antaralain:™

1. Upaya Prefentif seperti mencegah tindak pidana penyelundupan daging maka
harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh
adat, cendikiawan dan para ahli medis untuk menanamkan pemahaman
kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana penyelundupan daging di
samping merugikan orang lain juga dilarang agama, bertentangan dengan adat
istiadat serta adanya sanks pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana
penyelundupan daging dan yang membantunya.

2. Upaya Represif yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polis
terhadap laporan kejahatan penyelundupan meliputi  pemeriksaan
pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa
tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian
perkara untuk mencari saks dan tersangka yang dibutuhkan dalam
pemeriksaan suatu kejahatan, dan menjatuhi hukuman sesuai pasal yang

dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

™ Hasil wawancara dengan Aiptu Saridan, selaku Subdit | Reskrim Khusus Kepolisian
Daerah Sumatera Utara, tanggal 29 Agustus 2019 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1

2.

Faktor-Faktor Penyebab Penyelundupan Daging Sapi llegal antara lain:
Faktor Ekonomi, salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering
dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak
kegjahatan adalah faktor ekonomi. Kemudian faktor Pendidikan, Tingkat
pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Faktor
Penegak Hukum, Terjadinya kejahatan penyelundupan Daging Sapi |legd
mempuyai beberapa faktor yang melatarbelakanginya, hal tersebut tidak lepas
dari salah satu faktor penyebab terjadinya yaitu faktor penegak hukum.
Daam ha ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam
pencegahan yang terjadi di wilayah hukumnya, tetapi fakta dilapangan
membuktikan bahwa kinerja aparat pengak hukum masih jauh dari harapan
masyarakat yang seharusnya menjadi tugas pokok para penegak hukum.

Akibat Hukum Melakukan Penyelundupan Daging Sapi llegal antara lain:
Mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan tersebut, Pelaku tersebut
akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya, seperti dikucilkan dari
kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan, dapat menghancurkan
masa depan pelaku, dan untuk keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan
malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki

anggota keluarga yang disebut sebagal penjahat atau mantan penjahat.
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3. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyelundupan Daging Sapi Ilegal
antara lain: Upaya Prefentif seperti mencegah tindak pidana penyelundupan
daging maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama,
tokoh-tokoh adat, cendikiawan dan para ahli medis untuk menanamkan
pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana penyelundupan
daging di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, bertentangan
dengan adat istiadat serta adanya sanks pidana yang berat bagi pelaku tindak
pidana penyelundupan daging dan yang membantunya. Upaya Represif yaitu
upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan
kejahatan penyelundupan meliputi pemeriksaan pendahuluan, menemukan
barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan
secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan
tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan, dan
menjatuhi hukuman sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk
memberi efek jera.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pelaksanaan pengawasan oleh pihak kepolisian dan
instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan impor daging sapi dan
masyarakat ikut berperan serta melakukan pengaduan kepada pihak aparat
kepolisian apabila menemukan atau mencurigal terjadinya atau pelaku

penyimpangan terhadap impor daging sapi..



2. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus
ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga
menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.

3. Untuk mencegah dan mengurangi kualitas dan kuantitas kejahatan khususnya
tindak pidana penyelundupan daging sapi ilegal maka kepada pelaku tindak
pidana penyelundupan daging sapi ilegal dijatuhi hukuman yang berat

sehingga akan takut untuk melaksanakan kejahatan tersebut..
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